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Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal t huruf e dan f Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2005 tenbng Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dalam
rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Nusa Tenggara Barat
perlu ditetapkan Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubemur
dan Wakil Gubemur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

Mengingat

bahwa berdasarkan Perundang - Undangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Irdonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4251), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Delvan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4277), sehgaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-UndarE Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Penivakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negard
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4631);

Undang-Undarq Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dewan
Penarakilan Daerah, dan Dewan Pemakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-urdang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 20M tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negard Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum (LembaGn Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
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Memperhatikan

Menebpkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

6. Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhenuan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negard Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode
Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelengggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

11. Kepufusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat NonDr
26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubemur Nusa Tenggard Bardt
Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06.8 Tahun 2008
tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa
Tenggard Barat Nomor 26 Tahun 2007.

Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara
Barat tanggal 24 Maret 2008.

MEMUTUSI(AN

Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil
Gubemur Nusa Tenggan hratTahun 2008.

Jumlah Badan Penyelenggara dimaksud dalam Diktum Kesatu terlampir
dan merupakan bagian yarg tak terpisahkan dari Keputusan ini.

HaFhal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih
lanjut oleh KPU Provinsi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Mataram
Pada tangEal 24 Maret 2008

HAN UMUM
GARA BARAT
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LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILTHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 33 TAHUN 2008
TANGGAL : 24 MARET 2008

REKAPITUTXSI ]UMI.AH BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2OO8

Di tetapkan di Mataram
Pada tanggal 24 Maret 2008

UMUM
BARAT

FIKRI

NO

URUT
NAMA BADAN PENYELENGGARA JUMLAH KETERANGAN

I 2 3 4
1 Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB 1 Di Provinsi

2 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan
Kota se - Nusa Tenggara Barat

9 Di Tingkat Kabupaten/Kota

3 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 116 Di Tingkat Kecamatan

4 Panitia Pemungutan Suara (PPS) 892 Di Ungkat Desa/ Kelurahan

5 Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara (KPPS)

7.522 Di tingkat TPS

JUMLAH


